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Sult Brharap KPU Eksekust Putusan Bawaslu

KOMIS] Pennilihan Wi
(KET) R cipreiis ik hakial
meminta partai politk uniuk
merevisi daflar calon fetap
(DCT) yang angka keterwakil
an perempuan calesnya masih
iurang 30% meski sudah
yatakan bevsalahaleh Badan
Pengawas Pemiliban Umum
(el elanggar aditinis
1 el I disehabean
utusan Dawash yang telah
dibacakan pada Rabu (2911)
dinfl ambigy.

Direktur Eksekutif Fusat
Hajian Poli {Puskapol) Uni
versitas Indonesta lurriyah
mengsiakan dak ada perin-
{ah lanjutan dari Bawaslu
sotilah KR terhuakel sicary

st dan meyakinkam melky
an pelangearan auminislras
pemily,

Pelanggaran iht terkal de
MEan pen garuran yang dilsk-
an KPU Jewat Pasal § ayat 2)
PRP Nomar 10/2023 perbal
penghitungan pecahan desk
malke bawahatas pembagian
Kuta minimal 0% jumlah
(erempuan caleg dan kurs
di setiap daerah pemilihan
(dapil) Pada akhir Agustus
[il, Mahksmah g (A
sidah membatalkan norma
lersebl

“Bawvasly tiedak mengguna
kan kewenangannya secara
atoritatil untuk memaksa
KU mensaruhd U0 Penidly

in purusan WA, Padahal ki
(ahu bahwa yang dlakukan
KPU sebelumaya it jolas
jelas mengahaikan putusan
MA Putusan Bawasu hanya
memberian teguran meski
ihenyatakan saah. Sy el
fat ini kandisinya kan sama
saja. KPU akan tetap jalen
e, i Huryah saar
dihubingl kemarin.

Sebelumnya, anggota KDY
Rl Mochammad Afifuddin
metasttkan tahapan peimily
tiak akan teraangzy oleh pu-
tusan Bawashaita, Naniakan
ditindabdanjuti Cnggak boleh
tergangzydong tahapen, Nani
finvtak lanjutnyakila plenakan
i aidasnya,

Stcar terpisah, peneli
senjor Forum Masyarakal
Peduli Parlemen Indanesia
Lucius Karus meniki e bage
lantangan masih menghadang
perempan untub. ikut terjun
dalam palitik. Keterwakil-
A0 perempan di sejumlah
lembaga polifik pun masih
i,

li mentnntabkan Kinena
DPR periode 20191004 pata
Feberpihakan kebjakan lerha
ﬂup peeian st eidah,
a2 il digimpin oleh perem:
puan, yakni Puan Maharani
Menarat Lucius, rendahnya
hamitmen DPR terhadap ke
Dijakan pro perempuan dapal
dipaham kavena wargk para

palilk yang idak membe
ken perermpuan uniuk e asa
beckembang, Misalnya, nasih
RUU tentang Perlindungan
Pekerjakumeh Tangza (PPRT)
sampal sekarang tidak jelas
yang kabarmyamasth frtahin
ti pimpinan DR, Warsk i,
sambung Lucius, tecermin
it pengaian daftar calon
anggora leglatfyang lirang
mengakomodasd perempuan
caleg dan hanya wntuk me
menihl ¢l

“Kalaupun ada pejabat pe-
rempuan yang lolos seleki di
DI, ito tampak hanya agar
terlihar memenuhi syarat
alias formalilas.” hata Lucius.
(11#-3)
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